PENDAFTARAN TANAH UNTUK 

PERTAMA KALI
 (Praktek )

· Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali :

Pendaftaran tanah untuk pertama kali dilaksanakan melalui pendaftaran secara SISTEMATIK dan pendaftaran secara SPORADIK. Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi :

1) Pengumpulan dan pengelolaan data fisik :

a. Mendatangi lokasi.

Kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik di suatu wilayah yang ditunjuk dimulai   dengan pembuatan peta dasar pendaftaran, yang dijadikan dasar untuk pembuatan peta pendaftaran. Selain digunakan untuk pembuatan peta pendaftaran, dalam pelaksanaan pendaftaran tanah secara sistematis, peta dasar pendaftaran juga digunakan untuk memetakan bidang-bidang tanah yang sebelumnya sudah didaftar. 

Penyiapan peta dasar pendaftaran diperlukan, agar setiap bidang tanah yang didaftar dijamin letaknya secara pasti, karena dapat direkonstruksi di lapangan setiap saat. Untuk maksud tersebut diperlukan adanya titik-titik dasar teknik nasional. Titik-titik dasar teknik adalah  titik  tetap  yang  mempunyai koordinat 

yang diperoleh suatu pengukuran dan perhitungan 
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dalam suatu sistem tertentu, yang berfungsi sebagai titik kontrol atau titik ikat untuk keperluan pengukuran dan rekonstruksi batas. 

Dengan adanya peta dasar pendaftaran tersebut, bidang  tanah  yang  didaftar  dapat  diketahui letaknya dalam kaitannya dengan bidang-bidang tanah yang lain dalam suatu wilayah, sehingga dapat dihindarkan terjadinya penerbitan sertipikat ganda atas satu bidang tanah.  

b. Menetapkan batas-batas bidang tanah ( dilakukan berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak yang bersangkutan dan disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan (Contradictoire Delimitatie).

c. Memasang patok sebagai tanda batas.

d. Pembuatan Daftar Tanah ;

Bidang-bidang tanah yang sudah ditetapkan batas-batasnya diukur lalu dipetakan dalam peta dasar pendaftaran tanah, kemudian dibukukan dalam Daftar Tanah.

e. Pembuatan Surat Ukur ;

Untuk keperluan pendaftaran haknya, bidang-bidang tanah yang sudah diukur serta dipetakan dalam peta pendaftaran, dibuatkan Surat Ukurnya. 

Untuk wilayah-wilayah pendaftaran tanah secara sporadik yang belum tersedia peta pendaftaran, dapat digunakan peta lain sepanjang peta tersebut memenuhi persyaratan teknis untuk pembuatan peta pendaftaran. 
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2) Pengumpulan dan Pengolahan Data Yuridis ;

Dalam kegiatan pengumpulan data yuridis diadakan perbedaan antara pembuktian hak-hak baru dan hak lama. Hak baru adalah hak yang baru diberikan atau diciptakan sejak mulai berlakunya PP 24/1997. 

Sedangkan hak lama yaitu hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak yang ada pada waktu mulai berlakunya UUPA dan hak-hak yang belum didaftar menurut PP 10/1961. 

Untuk keperluan pendaftaran, hak atas tanah baru pembuktian data yuridisnya diatur dalam Ps. 23 PP 24/1997. Untuk pembuktian hak-hak atas tanah  yang sudah ada dan berasal dari konversi hak-hak lama, data yuridisnya dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut yang berupa bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi/Kepala Kantor Pertanahan dianggap cukup sebagai dasar mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya. (Ps. 24 ay.1 PP 24/1997) Keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan mengenai pemilikan tanah itu berfungsi menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap tersebut atau sebagai pengganti bukti tertulis yang tidak ada lagi. Mengenai kepemilikan itu ada 3 kemungkinan alat pembuktiannya, yaitu :

a. bukti tertulisnya lengkap : tidak memerlukan tambahan alat bukti lain,
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b. bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi : diperkuat keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan, 

c. bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi : diganti keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan,

tetapi semuanya itu akan diteliti lagi melakukan pengumuman, untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan.

Alat-alat bukti tertulis yang dimaksud Ps. 24 ay.1 (PP 24/1997) dapat berupa :

a. Grosse akta hak eigendom ( Overschrijvings Ordonnantie, Stb.1834-27 : dikonversi jadi HM,

b. Grosse akta hak eigendom sejak berlaku UUPA dilaksanakan menurut PP 10/1961 di daerah yang bersangkutan,

c. Surat Tanda Bukti Hak Milik ( berdasarkan Peraturan Swapraja yang bersangkutan,

d. Sertipikat Hak Milik ( PMNA 9/1959,

e. Surat Keputusan Pemberian Hak Milik ( yang tidak disertai kewajiban untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua kewajiban yang disebut didalamnya,
f. Akta Pemindahan Hak yang dibuat di bawah tangan, yang dibubuhi tandatangan kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, yang dibuat sebelum berlakunya PP ini.
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g. Akta Pemindahan Hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT yang tanahnya belum dibukukan (seharusnya menurut Prof. Boedi Harsono ditambahkan : atau yang tanahnya sudah dibukukan tapi belum diikuti pendaftaran pemindahan haknya pada Kantor Pertanahan),

h. Akta Ikrar Wakaf/Surat Ikrar Wakaf yang dibuat sebelum atau sejak mulai dilaksanakan PP 28/1977,

i. Risalah Lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang tanahnya belum dibukukan (seharusnya menurut Prof. Boedi Harsono ditambahkan : atau yang tanahnya sudah dibukukan tapi belum diikuti pendaftaran pemindahan haknya pada Kantor Pertanahan),

j. Surat Penunjukan atau Pemberian Kaveling tanah pengganti tanah yang diambil oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah,

k. Petuk Pejak Bumi/Landrente, girik, pipil, ketitir dan Verponding Indonesia, sebelum berlakunya   PP  10/1961  ( seharusnya  menurut  

Prof. Boedi Harsono : sebelum berlakunya UUPA, sejak mulai berlakunya UUPA tidak dipungut lagi pajak bumi, karena tidak ada lagi tanah-tanah hak milik adat), 

l. Surat Keterangan Riwayat Tanah yang pernah dibuat oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau

m. Lain-lain bentuk alat pembuktian  tertulis dengan nama apapun juga sebagaimana dimaksud 
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dalam Ps. II, Ps. VI dan Ps. VII Ketentuan-Ketentuan Konversi UUPA.

3) Pengumuman data fisik dan data yuridis ;

Bertujuan untuk memberi kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengajukan keberatan. Jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah secara sistematik ditetapkan selama 30 hari sedangkan jangka waktu pengumuman pendaftaran tanah secara sporadik waktunya lebih lama yaitu 60 hari.

Jika dalam jangka waktu pengumuman tersebut ada yang mengajukan keberatan mengenai data fisik dan / atau data yuridis yang diumumkan, maka Ketua Panitia Ajudikasi/Kepala Badan Pertanahan mengusahakan   agar    secepatnya   keberatan   yang 

diajukan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat. Jika usaha itu membawa hasil maka dibuatkan berita acara penyelesaian. Jika penyelesaian itu mengakibatkan perubahan pada apa yang diumumkan, perubahan tersebut diadakan pada peta bidang-bidang tanah atau daftar isian yang bersangkutan. Jika usaha itu  tidak dapat dilakukan tidak membawa hasil, Ketua Panitia Ajudikasi /Kepala Badan Pertanahan memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang mengajukan keberatan agar mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data fisik dan/atau data yuridis yang disengketakan.

Pendaft.Pertama Kali/SN/2006, hal.6.

4) Pengesahan data fisik dan data yuridis ;

Setelah pengumuman berakhir, data fisik dan data yuridis yang diumumkan disahkan dengan Berita Acara Pengesahan Data Fisik Dan Data Yuridis. Belum lengkapnya data yang tersedia atau masih adanya keberatan yang belum atau tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat, bukan merupakan alasan untuk menunda dilakukannya pembuatan berita acara pengesahan hasil pengumuman tersebut. Berita acara pengesahan tersebut menjadi dasar untuk :

a. pembukuan hak atas tanah yang bersangkutan dalam buku tanah melalui penegasan konversi,

b. pembukuan hak atas tanah dalam buku tanah melalui pengakuan hak, pemberian hak baru atas tanah kalau tanah yang bersangkutan berstatus Tanah Negara. 

5) Pembukuan Haknya ;

Dalam pendaftaran secara sistematik, pembukuan hak diatur lebih lanjut dalam Ps. 67 dan Ps. 68 PP No. 3/1997. Dalam pendaftaran secara sporadik, pembukuan hak diatur dalam Ps. 89 dan Ps. 90 PP No. 3/1997.

Pembukuan hak dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur  secara hukum telah didaftar menurut PP No. 24/1997.

Data fisik dan data yuridis yang sudah lengkap dan 
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tidak ada yang disengketakan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah. 

Yang data fisik atau data yuridisnya belum lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai hal-hal yang belum lengkap. Catatan di atas akan dihapus apabila telah diserahkan tambahan alat pembuktian yang diperlukan atau telah lewat 5 tahun tanpa ada yang mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang dibukukan..

Data fisik dan data yuridis yang disengketakan tetapi tidak diajukan ke gugatan Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut. Catatan itu akan dihapus apabila telah   diperoleh penyelesaian  secara damai antara pihak-pihak yang bersengketa atau diperoleh putusan pengadilan mengenai sengketa yang bersangkutan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau setelah dalam waktu 60 hari dan 90 hari sejak disampaikannya pemberitahuan tertulis tersebut di atas tidak diajukan gugatan mengenai sengketa yang bersangkutan ke Pengadilan. 

Yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan dan diajukan gugatan ke Pengadilan, serta ada perintah untuk status quo atau putusan penyitaan dari Pengadilan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan mengosongkan nama pemegang
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haknya dan hal-hal lain yang disengketakan serta mencatat didalamnya mengenai adanya sita atau perintah status quo tersebut. 

6) Penerbitan sertipikat ;

Sertipikat sebagai tanda bukti hak, diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan, sesuai data fisik yang ada dalam surat ukur dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah.

Sertipikat terdiri atas salinan buku tanah yang memuat data yuridis dan surat ukur yang memuat data fisik hak yang bersangkutan, yang dijilid menjadi satu dalam suatu sampul dokumen.

Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau pihak lain yang dikuasakan olehnya.

· Pemeliharaan Data Pendaftaran Tanah :

Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah didaftar.

Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan.

Perubahan data yuridis berupa :

a. Peralihan hak karena jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya,

b. Peralihan hak karena pewarisan,

c. Peralihan hak karena penggabungan atau peleburan perseroan atau koperasi,
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d. Pembebanan Hak Tanggungan,

e. Peralihan Hak Tanggungan,

f. Hapusnya hak atas tanah, Hak Pengelolaan, Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun dan Hak Tanggungan,

g. Pembagian hak bersama,

h. Perubahan data pendaftaran tanah berdasarkan Putusan Pengadilan atau Penetapan Ketua Pengadilan,

i. Perubahan nama akibat pemegang hak yang ganti nama,

j. Perpanjangan jangka waktu hak atas tanah.

Perubahan data fisik berupa :

a. Pemecahan bidang tanah,

b. Pemisahan sebagian atau beberapa bagian dari bidang tanah,

c. Penggabungan dua atau lebih bidang tanah.

· Kepala Kantor Pertanahan dapat menolak untuk melakukan pendaftaran peralihan atau pembebanan hak, jika salah satu syarat di bawah ini tidak dipenuhi (Ps. 45 PP 24/1997) :

a. sertipikat atau surat keterangan tentang keadaan hak atas tanah tidak sesuai lagi dengan daftar-daftar yang ada pada kantor pertanahan,

b. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ps. 37 ay. (1) tidak dibuktikan dengan akta PPAT atau kutipan risalah lelang sebagaimana dimaksud dalam Ps. 41, kecuali dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ps. 37 ay. 2,
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c. dokumen yang diperlukan untuk pendaftaran peralihan atau pembebanan hak yang bersangkutan tidak lengkap,

d. tidak dipenuhi syarat lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan,

e. tanah yang bersangkutan merupakan obyek sengketa di Pengadilan,

f. perbuatan hukum yang dibuktikan dengan akta PPAT batal atau dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, atau

g. perbuatan hukum sebagaimana dimaksud dalam Ps. 37 ay.1 dibatalkan oleh para pihak sebelum didaftar oleh Kantor Pertanahan. 

· Sebagai perbandingan, permohonan pendaftaran akta-akta PPAT atau Notaris yang disampaikan di Kantor Pertanahan dan ternyata sering dikembalikan kepada pemohon untuk diperbaiki atau untuk dilengkapi bahkan harus dikembalikan untuk ditolak, antara lain disebabkan oleh :

1. Faktor teknik pembuatan akta :

a. Kepala akta tidak ditulis dengan Nomor/Tahun,

b. Komparisi akta tidak menjelaskan selaku pihak yang mana,

c. Subyek hak di akta tidak sama  dengan di sertipikat,

d. Subyek hak tidak dapat mempunyai obyek hak bersangkutan,

e. Obyek hak di akta tidak sama dengan di sertipikat,
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f. Obyek hak di akta tidak ditulis dengan Nomor/Kelurahan,

g. Uraian letak tanah di akta tidak sesuai dengan di sertipikat,

h. Nilai nominal di akta tidak ditulis atau salah tulis,

i. Renvoi di akta tidak diparaf oleh yang berkewajiban,

j. Ruang/kalimat di akta yang tidak dipakai tidak dicoret dan di paraf,

k. Akta PPAT tidak dibubuhi materai,

l. Akta PPAT tidak ditandatangani para pihak, saksi atau PPAT,

m. Salinan APHT ditandatangani oleh para pihak, saksi dan PPAT.

2. Faktor kesempurnaan melakukan perbuatan hukum :

a. Perbuatan penghadap anak di bawah umur 21 tahun,

b. Perbuatan wali ayah/ibu tanpa ada pertanggungjawaban,

c. Perbuatan perorangan tanpa persetujuan pemilik harta bersama,

d. Perbuatan badan hukum tanpa persetujuan sesuai AD-nya,

e. Perbuatan orang/badan hukum yang tidak diizinkan instansi berwenang.

3. Faktor pemenuhan kebutuhan pewarisan :

a. Wasiat tanpa keterangan ahli waris,

b. Warisan dari bapak kepada anak luar kawin,

c. Warisan tanpa ab-intestato, hanya untuk saudara tanpa bagian orang tua,
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d. Pembuatan surat keterangan ahli waris tidak sesuai ketentuan.

4. Faktor pemenuhan ketentuan kuasa :

a. Kuasa tidak menegaskan obyek hak,

b. Kuasa dipindahkan tanpa hak substitusi,

c. Kuasa dilaksanakan melampaui kewenangan,

d. Kuasa substitusi dipindahkan melampaui kewenangan,

e. Kuasa lisan bagi penerima hibah,

f. Surat Kuasa tanpa legalisasi tandatangan dan waktu.

5. Faktor pemenuhan ketentuan perobahan nama, cessie dan roya :

a. Perobahan nama badan hukum tanpa melampirkan AD perobahan,

b. Perobahan nama badan hukum tanpa melampirkan akta pendirian sah,

c. Akta cessie tidak dilegalisasi pejabat yang berwenang,

d. Cessie tanpa melampirkan akta cessie,

e. Cessie tanpa melampirkan AD penerima cessie,

f. Cessie tanpa  melampirkan akta pendirian sah,

g. Cessie tanpa pendaftaran perobahan nama yang sudah terjadi,

h. Roya tanpa melampirkan pengantar kreditur,

i. Roya tanpa melampirkan sertipikat hak tanggungan/konsen/laporan,

j. Roya tanpa pendaftaran perobahan nama yang sudah terjadi,
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k. Roya tanpa pendaftaran cessie yang sudah terjadi,

l. Roya tanpa pendaftaran perobahan nama dan cessie yang sduah terjadi. 

6. Faktor pemenuhan lampiran pemohon :

a. KTP tidak dilampirkan,

b. SPPT-PBB tidak dilampirkan,

c. BPHTB atau PPh terutang tidak dibayar,

d. Sertipikat hak atas tanah tidak dicek bersih,

e. Bukti pendukung tidak benar atau tidak runtun.
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